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BAB I

PENDAHULUAN
I.1. Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) merupakan dokumen Perencanaan Tahunan yangdidasarkan pada Dokumen Rencana pembangunan Jangka Menengah (RPJMD)Pelaksanaan RPJMD tahun 2015 Kabupaten Luwu Utara masih mengacupada RPJMD 2010 – 2015 berhubung saat ini masih dalam proses penyiapanrencana awal RPJMD 2015-2020 maka penyusunan Rencana kerja (Renja) SKPDtahun 2017 tetap mengacu pada dokumen perencanaan sebelumnya. RPJMD dijabarkan lebih lanjut melalui Renstra SKPD dan menjadi Pedoman dalammenyusun Rencana Kerja setiap tahunnya yang memuat Program dan Kegiatanprioritas dan Kegiatan Pembagunan yang diusulkan dari Masyarakat HasilMusrenbang Kecamatan.Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, Permendagri Nomor54 tahun 2010, Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 3 Tahun 2014dan Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 35 Tahun 2014 Badan PerencanaanPembagunan Daerah menyiapkan rencana kerja Pembagunan Daerah (RKPD)setiap tahunnya yang memuat skala Prioritas Pembangunan, Pendanaan danProgram dan Kegiatan pada setiap SKPD.Rencana Kerja (Renja) ini merupakan dokumen Perencanaan yang memuattentang program dan kegiatan 1 (satu) tahun kedepan sebagai dasar untukmenyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA), serta sebagai alat pengukuran kinerjapada akhir tahun.
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I.2. Landasan Hukum1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 25 Tahun 2004 tentangSistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4421);2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 33 Tahun 2004 tentangPerimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4438);3. Undang-Undang Nomor : 17 Tahun 2007 tentang Rencana PembangunanJangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah   (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5587);6. Peraturan Pemerintah Nomor : 58 Tahun 2005 tentang PengelolaanKeuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4578);7. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman PelaksanaanTugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam PemeliharaanKerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan UmatBeragama, dan Pendirian Rumah Ibadah;8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 tentangKomunitas Intelijen Daerah;9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2006 tentangKewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah;10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006 tentang PedomanPenyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah;
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11. Peraturan Pemerintah RI Nomor 38 Tahun 2007 tentang PembagianUrusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi danPemerintah Kabupaten/Kota;12. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang tahapan, tata carapenyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan RencanaPembangunan Daerah.13. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan KeuanganKepada Partai Politik;14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang PedomanTata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, Pengajuan,Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan BantuanKeuangan Partai Politik;15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2009 tentang PedomanKerjasama Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah denganOrganisasi Kemasyarakatan dan Lembaga Nirlaba lainnya;16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentangPelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan,Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan RencanaPembangunan Daerah;17. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2010 dalam tentangTahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi PelaksanaanRencana Pembangunan Daerah;18. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor : 10 Tahun 2008 tentangOrganisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Luwu Utara.19. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor : 11 Tahun 2008 tentangPembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, BadanPerencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis DaerahPemerintah Kabupaten Luwu Utara;20. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang sistim perencanaanPembangunan Daerah;21. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 9 Tahun 2014 tentangAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun
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Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2014Nomor 9);22. Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2014 tentang sistim perencanaanpembagunan Partisipatif;23. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 11 Tahun 2015 tentang PenjabaranAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara tahunAnggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2015 Nomor11);24. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 45 Tahun 2015 tentang PenjabaranAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara tahunAnggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2015 Nomor45);25. Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2015 tentang rencana kerjaPembagunan Daerah Tahun 2015
I. 3. Maksud dan Tujuan

I.1.1. Maksud :Penyusunan Rencana Kerja Tahunan  ini dimaksudkan sebagai acuandalam menjalankan berbagai program dan kegiatan untuk jangka waktu satutahun kedepan.
I.1.2. Tujuan :a. Sebagai pedoman/acuan perencanaan yang konsisten sesuai dengankebutuhan daerah dibidang kesatuan bangsa, politik dan perlindunganmasyarakatb. Tersedianya bahan evaluasi kinerja Badan Kesatuan Bangsa, Politik danPerlindungan Masyarakat Kabupaten Luwu Utara.c. Merupakan komitmen bersama dalam melaksanakan program–programdan kegiatan yang telah direncanakan.d. Merumuskan kebijakan dan program strategis guna meningkatkanefisiensi, efektivitas dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pemerintahanberdasarkan pada prinsip-prinsip good governance.
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I. 4. Sistimatika penulisanSistematika penulisan Rencana Kerja Tahunan Badan Kesatuan Bangsa,Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016sebagai berikut :BAB 1 PENDAHULUAN1.1. Latar Belakang1.2. Landasan Hukum1.3. Maksud dan Tujuan1.4. Sistematika PenulisanBAB 2 EVALUASI PELAKSANAAN2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun lalu dan CapaianRenstra SKPD2.2. Analisa Kinerja Pelayanan SKPD2.3. Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan FungsiSKPD2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD2.5. Penelaan Usulan Program dan Kegiatan MasyarakatBAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN,3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional,3.2. Tujuan dan Sasaran SKPD3.3. Program dan KegiatanBAB IV. PENUTUP
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BAB. II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BADAN KESBANG, POLITIK DAN LINMAS

TAHUN LALUII.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Kesbang, Politik dan Linmas Tahun Laludan Capaian Renstra Badan Kesbang, Politik dan Linmas
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Sangat
Tinggi
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Tinggi

16 0 14 1 2
91,67 88,05 0 0 87,50 6,25 12,50 Tinggi

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja Badan Kesbang, Politik dan Linmas pada tabel2.1 Renja Badan Kesbang, Politik dan Linmas, Capian kinerja out come (program)dan out put (kegiatan) Badan Kesbang, Politik dan Linmas khusus tahun 2015masing-masing sebesar 91,34% dan 91,67% dari yang semestinya 100% dengankriteria tingkat capaian kinerja adalah SANGAT TINGGI Sementara untuk capaiankinerja out come dan out put dari tahun 2011 s.d 2016 Badan Kesbang, Politikdan Linmas tersebut masing-masing telah mencapai 95,79% dan 88,05% dariyang semestinya 80% untuk tahun ke 5 RPJMD atau Renstra Badan Kesbang,Politik dan Linmas, dengan kriteria tingkat capaian kinerja 2011-2016 adalah
SANGAT TINGGI Dan dari capaian tersebut total  16 kegiatan yang ada , jumlahkegiatan yang terlaksana berdasarkan target  antara lain Rendah tidak ada,sesuai/tercapai 14 atau 87,50%  yang melebihi target satu kegiatan  sementaramasih ada 2 (dua) kegiatan yang di programkan dalam rencana kerja tahun 2015tidak dapat dilaksanakan karena keterbatasan anggaran.Evaluasi Pelaksanaan Renja dapat di Lihat pada tabel berikut:
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II.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN

II.2.1. Indikator Kinerja Fungsi Pelayanan Badan Kesbang dan Politik yang

mengaju ke Renstra 2016-2021
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MeningkatnyaPemahamanMasyarakattentangnilai-nilaiKebangsaan
MeningkatnyaPartisipasiPolitikMasyarakat

Jumlah konflikSosial Kejadian 19 18 15 12 10 10 7
KegiatanPembinaanTerhadapLSM, Ormasdan OKP

Kegiatan 2 1 1 2 1 2 1

KegiatanPembinaanPolitik Daerah
Kegiatan 2 1 2 2 2 1 2

Jumlah LSM LSM 14 15 20 25 30 35 40
AngkaKriminalitas Kasus 89 79 69 59 49 39 29
Jumlah Demo Kegiatan 8 7 6 5 4 3 2
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II.2.2. Capaian Kinerja Indikator SasaranPada tahun 2015, alokasi anggaran Belanja Langsung untuk BadanKesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat sebesar Rp.2.415.000.000,- dengan pencapaian indikator sebagai berikut :
No. Sasaran Indikator Satuan

Kondisi
Awal
2010

Target
2015

Capaian
20151. TerwujudnyaPengelolaan KeuanganDaerah yang Akuntabeldab berorientasi publik

LaporanKeuangan tepatwaktu sesuaiSAP
Tepat/tidak Tepat Tepat Tepat

2. Terwujudnya laporankinerja administrasipemerintahan yangtransparan dan dapatdiakses oleh publik
Status laporankinerja kategoribaik A, B, C, D D B cc

3. Terwujudnya tatapenyelenggaraanpolitik danpemerintahan yangbaik
Jumlah ormasdan parpol yangterdaftarJumlah kegiatanpembinaanpolitik

Ormas 6 11 19
Parpol 59 12 10

Jumlah kegiatanpembinaanpolitik Kegiatan 1 1 1
4. Meningkatnyapemahamanmasyarakat tentangwawasan kebangsaan

Meningkatnyajumlahmasyarakatmengikutisosialisasiwawasankebangsaan

Org 150 150 150

5. Terwujudnya iklimpolitik yang kondusifbagi pemenuhan hak-hak sipil dan politik
Jumlah kasuskonflikkepengurusanpartai politik

Kasus 0 1 2
Jumlah kasuskonflikkepengurusanormas

kasus - 1 -
6. Terlaksananya Pemiluyang langsung, umum,bebas, rahasia, jujurdan adil

Persentase wajibpilih yang ikutdalam Pilkada % - 67 77,24



RENJA BADAN KESBANGPOL DAN LINMAS
9

Dengan Melihat tabel sasaran dan indikator Kinerja diatas, maka dapat

diuraiakan sebagai berikut :

1. Terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan

berorientasi publik dimana proses laporan keuangan sudah sesuai dengan

SAP, target dan capaian kinerja 2015 telah dilaksanakan dengan tepat.

2. Terwujudnya laporan kinerja administrasi pemerintahan yang transparan

dan dapat diakses oleh publik dengan status laporan kinerja kategori BAIK

dimana target dan capaian kinerja berpredikat CC.

3. Terwujudnya Tata Penyelenggaraan Politik dan Pemerintahan yang baik

terdiri dari 2 (dua) Indikator kinerja yaitu : 1) Jumlah Ormas dan Partai Politik

yang terdaftar; 2) Jumlah Kegiatan Pembinaan Partai Politik berdasarkan

hasil evaluasi indikator kinerja tersebut pada jumlah Ormas yang terdaftar

pada tahun 2015 target 11 Organisasi Masyarakat (Ormas) sedangkan

Organisasi Masyarakat (Ormas) yang terdaftar 19 Organisasi Masyarakat

sedangkan Partai Politik yang terdaftar yang lolos verifikasi di pusat di

Jumlah kasussengketa Pilkada kasus - 1 -
7. Meningkatnyakeamanan dankenyamananlingkungan masyarakat

Jumlah kasuskriminalitas kasus 1 4 26
Rata-Ratakejadianketentramandan ketertiban

Kasus 1 25 26
8. Meningkatnya peranserta masyarakatuntuk ikut menjagaketertiban dankeamanan

Jumlah anggotaLinmas yangterlatih Org 5 300 580
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Kementrian Hukum dan HAM  12 (Dua Belas) Partai Politik dengan masa

Priode 2014-2019 dari 12 Partai Politik peserta Pemilu Legislatif hanya 10

(Sepuluh) Partai Politik yang mendapat kursi di DPRD Kabupaten Luwu

Utara 2 (dua) Partai Politik yang tidak mendapatkan kursi di DPRD

Kabupaten Luwu Utara yaitu Partai Bulan Bintang (PBB) dan Partai Keadilan

dan Persatuan Indonesia (PKPI). Sedangkan untuk kegiatan Pembinaan

Partai Politik dari Target 1 kegiatan dengan realisasi 1 Kegiatan yang

merupakan kegiatan Verifikasi terhadap Bantuan keuangan yang diberikan

kepada Partai Politik.

4. Meningkatnya Pemahaman Masyarakat tentang wawasan Kebangsaan

dengan indikator jumlah masyarakat mengikuti sosialisasi wawasan

Kebangsaan dengan capaian 100 Persen dengan adanya sosialisasi

wawasan Kebangsaan diharapkan Masyarakat memahami dengan

sungguh-sungguh nilai-nilai wawasan kebangsaan sehingga terbentuklah

sikap moral yang kuat guna memperkokoh Persatuan dan Kesatuan Negara

Kesatuan Republik Indonesia (NKRI

5. Terwujudnya Iklim Politik yang Kondusif bagi Pemenuhan hak-hak sipil dan

Politik terdiri dari 2 (dua) Indikator Kinerja yaitu : 1) Jumlah kasus konflik

kepegurusan Partai Politik; 2) Jumlah Kasus konflik kepengurusan Ormas,

ada dua kasus kepegurusan Partai Politik yaitu Partai Golkar dan Partai

Persatuan Pembangunan (PPP) kasus konflik terjadi pada Partai Golkar dan

Partai Persatuan Pembagunan (PPP) diakibatkan adanya perselisihan

pengurus di Pusat yang sampai saat ini belum terdapat putusan Peradilan

yang mempunyai kekuatan Hukum tetap, sehingga bantuan Keuangan tidak
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dapat dicairkan menunggu sampai dengan peradilan yang mempunyai

hukum tetap. Sedangkan untuk kasus konflik  kepegurusan ormas tidak ada

6. Terlaksananya Pemilu yang langsung umum, bebas, rahasia, Jujur dan Adil

terdiri dari 2 (dua) Indikator Kinerja yaitu : 1) Persentase Wajib pilih yang ikut

dalam Pemilihan Presiden ; 2) Jumlah Kasus Sengketa Pilkada. Dari hasil

pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Utara

tercatat jika Partisipasi pemilih sebanyak 169.438 orang (77,24%) dengan

melihat data tersebut dapat disimpulkan bahwa Partisipasi mengalami

peningkatan jika di bandingkan pada pemilu Legislatif tahun 2014 sebanyak

166.907 orang (75,30%) dan pemilu Presiden tahun 2014 sebanyak 161.022

orang (72,56%) untuk kasus sengketa pilkada tidak ada.

7. Meningkatnya keamanan dan kenyamanan lingkungan masyarakat terdiri

dari 2 (dua) Indikator Kinerja dengan maksud agar jumlah kasus kriminalitas

menurun, adanya konflik yang terjadi selama ini karena adanya

kesalapahaman antar kelompok Pemuda . Adapun langkah-langkah yang

diambil terkait dengan adanya konflik yang terjadi di Masyarakat: 1).

melakukan  komunikasi dan koordinasi terhadap warga yang bertikai guna

mengantisipasi secara dini dan cegah dini, 2). Melakukan pencegahan,

penanganan pemulihan pasca konflik yang berkelanjutan, 3. Melakukan

hubungan harmonisasi kemasyarakatan terhadap warga yang bertikai

dengan melibatkan TNI, Polri, Kominda, FKUB, FKDM serta unsur ormas

dan LSM.

8. Meningkatnya peran serta masyarakat untuk ikut menjaga ketertiban dan

keamanan. Dengan indikator Kinerja Jumlah Anggota Linmas yang terlatih
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target 300 personil dengan capaian 580 Personil melebihi target yang

direncanakan.
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II.2.3. Program dan Kegiatan 2016

1. Program Pelayanan Administrasi perkantorana. Penyediaan jasa surat menyurat pagu Anggaran Rp. 9.000.000b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik paguAnggaran Rp.7.200.000c. Penyediaan jasa kebersihan kantor pagu Anggaran    Rp.21.895.000d. Penyediaan komponen instalasi listrik/Penerangan bangunan kantorpagu Anggaran Rp. 5.000.000e. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang – undangan paguAnggaran Rp. 12.000.000f. Rapat-rapat koordinasi dan konsultsasi keluar daerah pagu AnggaranRp.150.000.000g. Penatausahaan keuangan, Administrasi kepegawaian, ketatausahaandan Aset pagu Anggaran Rp. 314.895.550
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatura. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Rp. 36.151.450b.    Pemeliharaan ruti/berkala gedung kantor Rp. 6.000.000c. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional paguAnggaran    Rp. 14.200.000d. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor pagu Anggaran Rp.10.000.000
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatura. Bimtek Teknis Implementasi Peraturan Perundang – undangan paguAnggaran Rp. 94.405.000
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangana. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi KinerjaSKPD pagu Anggaran Rp. 9.000.000
5. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasana. Kunjungan kerja bersama Bupati/WakilBupati/DPRD/Muspida/Pejabat Pemerintah tingkat Atas/Unit terkaitpagu Anggaran Rp. 25.000.000
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6. Program Pemeliharaan Kamtibmas dan Pencegahan Tindak kriminala. Peningkatan Kerjasama dengan Aparat keamanan dalam teknikpencegahan kejahatan pagu Anggaran RP. 389.900.000b. Forum Kewaspadaan Masyarakat pagu Anggaran RP. 203.000.000
7. Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaana. Pertemuan Berkala Tim Koordinasi Forum Kerukunan Antar UmatBeragama (FKUB) pagu Anggaran Rp. 179.800.000b. Pertemuan Berkala Forum pembauran kebangsaan (FPK) paguanggran Rp. 157.300.000c. Pelatihan Pembinaan Kesadaran Bela Negara pagu anggaran Rp.56.750.000
9. Program Pendidikan Politik Masyarakata. Fasilitasi dan Verifikasi Bantuan Partai Politik pagu Anggaran Rp.135.212.000b. Pengujian kepatutan calon kepala Desa terhadap pancasila dan UUD1945 Anggaran Rp. 37.040.000c. Pemantauan terhadap LSM dan Ormas pagu anggaran  Rp. 56.400.000

10. Program Perencanaan Pembangunan Daeraha. Sinkronisasi Fasilitasi Penyusunan Dokumen Perencanaan paguAnggaran Rp. 31.200.000
11. Program Perencanaan Pembangunan Daeraha. Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS Daerah pagu AnggaranRp. 28.650.000
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II.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan

Kesbang, Politik dan Linmas adalah :

1. SEKERTARIAT
 Masih kurangnya dukungan penganggaran dalam menunjangtupoksi
 Kurang nya SDM aparatur yang terlatih
 Lemahnya pengelolaan administrasi2. BIDANG PERLINDUNGAN MASYARAKAT
 Heterogenitas penduduk dan kondisi alam menjadi Potensikomplik dimasyarakat
 Laju Pertumbuhan penduduk yang meningkat, yang tidaksebanding dengan lahan dan lapangan kerja dapat memicuterjadinya sengketa pertanahan
 Maraknya penggunaan Narkotika dan sejenisnya dikalanganmasyarakat3. BIDANG HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA
 Lemahnya pendidikan politik masyarakat
 Belum optimalnya parpol dalam memberikan pendidikanpolitik bagi masyarakat
 Lemahnya KIS antar SKPD dalam pelaksanaan kegiatan yangberbasis kemasyarakatan
 Belum tertatanya dengan baik ormas yang ada yangberdampak  pada kurangnya pemberdayaan dalam bentukfasilitasi kebijakan
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4. BIDANG INTEGRASI BANGSA
 Melemahnya wawasan NKRI baik dikalangan pelajar maupunmasyarakat yang ditandai dari maraknya perkelahiankelompok
 Kurangnya Pemahaman Masyarakat tentang Nasionalisme

II.4. Reviuw Terhadap Rancangan Awal RKPDRencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai suatudokumen perencanaan tahunan yang memuat prioritas program dankegiatan yang dibahas dalam Musyawarah PerencanaanPembangunan Daerah (Musrenbangda) Kabupaten Luwu Utara yangdilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat desa/kelurahan,kecamatan hingga kabupaten. RKPD merupakan bahan utamapenyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Penetapan PlafonAnggaran serta bahan penyusunan Rencanan Anggaran Pendapatandan Belanja Daerah (RAPBD). Rancangan awal RKPD akan dijadikansebagai bahan perbandingan dengan hasil analisis kebutuhanProgram dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Badan Kesbang,Politik dan Linmas .Reviuw terhadap Rancangan Awal RKPD dapat di Lihat pada tabelPada lampiran.
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II.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan undang-undang Nomor 25tahun 2014 tentang sistem perencanaan pembangunan Nasionalmenegaskan bahwa salah satu pendekatan yang digunakan adalahpendekatan bottom up dalam rangka menjaring aspirasi masyarakat. Darihasil pelaksanaan Musrenbag yang dilaksanakan di tingkat kecamatanusulan prioritas untuk tahun 2017 dari setiap kecamatan dapat dilihat padaTabel di bawah :
USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU

KEPENTINGAN TAHUN 2017 KABUPATEN LUWU UTARA

NO Program dan kegiatan Lokasi
Indikator

Kinerja

Besaran

/Volume Catatan

1 2 3 4 5 6

Program Peningkatan

keamanan dan

kenyamanan Lingkungan

1 Pembangunan Pos

Siskamling

Kelurahan Bone -

Bone

Jumlah Pos

Siskamling

yang di

bangun

1 Unit
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BAB. III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

III.1. Telahaan terhadap Kebijakan NasionalRencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMD) 2015-2019 merupakan RPJMD ke-3 (ketiga) sebagai kelanjutan dari RPJMDsebelumnya dari keseluruhan 4 (empat) tahap rencana Pembagunan JangkaPanjang Nasional (RPJPN) 2005-2025. Dalam konteks pembagunanberkelanjutan sebagaimana RPJPN 2005-2025, telah ditetapkan 9 (sembilan)Bidang yang menjadi Fokus Pembagunan jangka panjang hingga tahun 2025,yaitu :1. Sosial Budaya dan kehidupan beragama2. Ekonomi3. Ilmu pengetahuan dan teknologi(Iptek)4. Politik5. Pertahanan keamanan6. Hukum dan aparatur7. Pembagunan Wilayah dan tata Ruang8. Penyediaan sarana dan Prasarana9. Pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) dan Lingkungan HidupBerkenaan dengan 9 (sembilan) Bidang diatas, terdapat beberapakebijakan terkait lingkup tugas dan Fungsi Badan Kesbang, Politik danLinmas dalam kerangka RPJMD 2015-2019 yaitu:a. Isu-isu terkait dengan penciptaan kondisi aman dan damai1. Mendorong kehidupan demokrasi bangsa makin mengakar dalamkehidupan bangsa2. Memantapkan pelembagaan nilai-nilai demokrasi denganmenitikberatkan pada prinsip toleransi, nondiskriminasi dankemitraan
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III.2. Tujuan dan Sasaran Renja Badan Badan Kesbang, Politik dan
Linmas

Dalam rangka mencapai visi dan misi  maka harus dirumuskankedalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusantujuan dan Sasaran .Tujuan merupakan hasil yang akan dicapai atau dihasilkan dalamjangka waktu satu sampai lima tahun yang menggambarkan arah strategisorganisasi dan digunakan untuk meletakkan kerangka prioritas denganmenfokuskan arah semua program dan aktivitas organisasi pada pencapaianmisi. Tujuan dan sasaran Badan Kesbang, Politik dan Linmas  KabupatenLuwu Utara yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang dirumuskanberdasarkan visi dan misi Badan Kesbang, Politik dan Linmas KabupatenLuwu Utara Tahun 2016 - 2021.
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Badan Kesbang,

Politik dan Linmas Kabupaten Luwu Utara :

Tujuan 1 : Mewujudkan  system politik yang demokratis, dinamis dantransparan dengan sasaran:
1. Terwujudnya Tata Penyelenggaraan Politik danPemerintahan yang Baik.

Tujuan 2 : Memantapkan integrasi, persatuan dan kesatuan bangsa danketahanan bangsa  dengan sasaran:
1. Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang  wawasankebangsaan

Tujuan 3 : Meningkatkan kinerja kemandirian infrastruktur politik  dalamkehidupan berbangsa dan bernegara,  dengan sasaran:1. Terwujudnya iklim Politik yang kondusif bagi pemenuhanhak – hak sipil dan Partai Politik
Tujuan 4 : Meningkatkan kinerja Admimistrasi Pemerintah dengansasaran:1. Terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang akuntabeldan berorientasi publik2. Terwujudnya Adminstrasi pemerintahan yang efisien dan
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efektif
Tujuan 5 : Mendorong terwujudnya Pemilu yang Luber dan Jurdil dengansasaran :1. Terlaksananya Pemilu yang Langsung, umum, Bebas,rahasia, jujur dan adil
Tujuan 6 : Menciptakan situasi dan kondisi idiologi, Politik, ekonomi dansosial budaya yang kondusif dengan sasaran :1. Menigkatnya keamanan dan kenyamanan lingkunganmasyarakat2. Meningkatnya peran serta masyarakat untuk ikut menjagaketertiban dan keamanan
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III.3. Program dan KegiatanUntuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkanperlu disusun Program kerja operasional sebagai implimentasikebijakan yang ditetapkan. Program Badan Kesatuan Bangsa, Politikdan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Luwu Utara tahun 2016adalah sebagai berikut :
a. Programa. Pelayanan Administrasi Perkantoran1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat2. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor3. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan BangunanKantor4. Penyediaan Bahan Bancaan dan Peraturan Perundang-undangan5. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah6. Penatausahaan Keuangan, AdministrasiKepegawian,Ketatausahaan dan Asetb. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur1. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional2. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor3. Pemeliharaan Rutin /Berkala Kendaraan Dinas/Operasional4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung KantorPemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan perlengkapanKantorc. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur1. Bimtek Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangand. Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerjadan Keuangan1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar RealisasiKinerja SKPDe. Peningkatan Pelayanan Kedinasan1. Kunjungan Kerja Bersama Bupati/WakilBupati/DPRD\/Muspida/Pejabat Pemerintah TingkatAtas/Unit Kerja Terkaitf. Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal
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1. Peningkatan Kerjasama dengan Aparat Keamanan dalamTeknik Pencegahan Kejahatang. Pengembangan Wawasan Kebangsaan1. Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Nilai-nilai LuhurBudaya Bangsa2. Pelatihan Pembinaan Kesadaran Bela Negara Bagi GenerasiMuda3. Bimtek bela Negara dan Wawasan Kebangsaan bagi aparatDesa4. Kemah Persaudaraan dalam rangka peningkatan wawasankebangsaan bagi generasi muda5. Sosialisasi dan pencerahan wawasan kebangsaan bagi siswaSLTAh. Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan1. Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat2. Pemetaan Wilayah Rawan Konfilk3. Fasilitasi Peran FKUB4. Pertemuan berkalaTim Koordinasi Forum Kerukunan UmatBeragama
i. Pemberdayaan Masyarakat untuk menjaga Ketertiban danKeamanan1. Pembinaan Anggota Linmasj. Pendidikan Politik Masyarakat1. Fasilitasi dan Verifikasi Bantuan Partai Politik2. Pengujian Kepatuhan Calon Kepala Desa terhadap Pancasiladan UUD 19453. Pemantauan terhadap LSM, Ormas dan Parpol4. Penyuluhan kepada Masyarakat5. Koordinasi Forum-forum diskusi politik6. Penyusunan data Base Partai Politik, LSM dan Ormas7. Bimtek Pengelolahan dan  pertanggungjawaban bantuankeuangan partai politik8. Suksesi Pemiluk. Pencegahan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana Alam1. Pemantauan dan penyebarluasan infomasi bencana alam



RENJA BADAN KESBANGPOL DAN LINMAS
23

l. Program perencanaan pembangunan1. Sinkronisasi Fasilitasi penyusunan dokumen Perencanaan
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BAB IV

PENUTUP

Demikian Rencana Kerja (Renja) Badan Kesbang, Politik dan Linmasini disusun sebagai acuan Badan Kesbang, Politik dan Linmas dalammelaksanakan tugas pokok dan fungsinya dan sebagai implementasi untukmewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Luwu Utara.Rencana Kerja tahunan ( Renja ) Badan Kesbang, Politik dan LinmasKabupaten Luwu Utara merupakan dokumen perencanaan yang didasarkanpada Renstra Badan Kesbang, Politik dan Linmas tahun 2016-2021. Rencanakerja merupakan dokumen perencanaan yang memuat tentang Program dankegiatan 1 (satu) tahun kedepan sebagai dasar untuk menyusun RKA, sertasebagai alat  pengukuran kinerja pada akhir tahun.Penyusunan Rencana Kerjan Badan Kesbang, Politik dan Linmasdilakukan dengan mengedepankan keterlibatan masyarakat secarapartisipatif dengan mempertimbangkan dan menampung aspirasi pemangkukepentingan.Semoga Rencana Kerja ini dapat memberikan manfaat danmemberikan kemudahan dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan BadanKesbang, Politik dan Linmas.
Masamba, 2016Kepala BadanKesbang, Politik dan Linmas
Ir. BURAMIN DANNUPangkat : Pembina Utama MudaNip        : 19600412 198903 1 010
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